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LEMBlLll..\N DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT H REMBANG 

NOMOR 5 TAHUN i 998 SERI D NOMOR 2 
--•--- - --- - --- - - - . ------------ --

PERATURA~J DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

NOMOR 4 TAHUN 1997 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI 0A,I\! TATA KERJA DINAS 
KEBERSIHAN DAN PERTAMANArll KABUPATEN 

DAERAH TINGKAT II REMBANG 

DENGAN RAHMATTUHAN-YANGMAHA ESA 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG 

a. bahwa demi terwujudnya wilayah yang bersih. sehat dan inclar1 
secara menyeluruh diperlukan keberadaan Dinas yang 
menangani bidang kebersihan dan pertamanan : 

b. bahwa pembentukan Dinas Kebersihan dan pertamanan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang yang telah disetuJu i 
Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 14 Pebruari 1996 
Nomor : 061/708/Sj, periu diluangkan daiam Peratu,an 
Daerah. 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah ; 

2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 
Nomor 38 Tambahan Le:rnbaran Negara RI Nomor 3037) : 

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan­
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara 
RI Nomor 3215) : 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan 
dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman 
(Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 15. Tr1mbahan Lembaran 
Negara RI Nomor 3350) ; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang 
Tata Ruang Kota ; 

6 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang 
Pedo·man Organisasi Dinas Daerah ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang 
Pola Organisasi P~merintah_Daerah dan Wilayah ; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 
6 Tahun 1977 tentang Kebersihan, Kerapian, Kesehatan , 
Ketertiban dan Keamanan (Lembaran Daerah Tahun 1977 Nomor 
1 Seri C): 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah nngkat II Rembang Nomor 
9 Tahun 1993 tentang Kebersihan Sampah (Lembaran Daerah 
Tahun 1994 Nomor 2 Seri B) 

• n,! "J-11: µe: selujuan Dewan Pe,vval<.ilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat !I 
:~_-rnbang 

M E M U i U S K A N 

.\t1cnetap kan : PERATURAN DA,ERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
~EMBANG TENTAN~ PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA 
KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PETAMANAN KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT II REMBANG. 

BAB I 
KETENTUAf'J UMUM 

Pasa!1 

O.:i!;:irn Peratur::in Dacrah ini yBng dirr.aks~1d dengan : 

a. Daei"ah adaiah Kabupaten Daerah Tingkat i i Rembang . 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 
!! Rembang , 

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah T ingkat II 
Rembang ; 

d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Oinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ; 

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan 
Kabupaten Daerah TingKat II Rembang . 
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BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Dae rah ini dibentuk D111as Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUN GS I 

Pasai 3 

(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah 

(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Seorang Kepala Din as yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah 

Pasal 4 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tug as pokok : 

a Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah d1 bidang kebersihan dan 
pe11amanan yang menjadi tanggung jawabnya ; 

b Melaksanakan wgas - tugas l;:i in yang dihP.rikan oleh Bupati Kepala Daerat1 . 

Pasal 5 

Untul< melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perat;iran O;:ierah 
ini Dinas kebersihan dan Pertamanan mempunyai tungsi : 

a Perencanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan. 
menelaah dan mengolah penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja: 

b. ketatausahaan adalah sega!a usaha dan kegiatan yang me!iputi ketatausahaan 
keµegawaia11 dan keuangar: , perlengkapan dan um urn . 

c . ?elai<sar,aan yang rnei1puti segaia usaha dan il.egiatan untuk menangani 
kebers1han. pertarnanan dan pernakaman yang meliputl seluruh Daerah . 

d. Pengkoordinasian adalah segala usaha dan kegiatan guna menunjukan kesatuan 
dan keserasian gerak yang berhubungan dengan kebersihan, pertamanan dan 
pemakaman daerah ; 

e. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku : 
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BAB IV ORGANISASI 
Bagian Pertama 

Pola dan Susunan Organisasi 
Pasal 6 

Pola dan Susunan Organisasi Dmas kebersihan dan Pertamanan adalah Pola Mmi-
mai terdiri dari : · 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari 

a Kepala Dinas : 
b. Sub Bag1an Tata Usaha : 

c. Seksi Opeiasionai ; 
d. Seksi Pertamanan ; 

e. Seks1 Pemakaman : 

f Unit Pel,i ksana Teknis Dinas 
g. Kelompok Jabatan Fungsional : 

(2) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi sebagaimana d1mai<sud ayat (1) Pasal irn . 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Bagan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum 
dalam lampiran. merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 

Bagian Kedua 
Kepala Dinas 

Pasal 8 
Kepala Oinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud 
dalarn pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal9 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan surat-menyurat, pengelolaan kepegawaian dan keuangan. 
pengadaan per1engkapan. pcralatan-peralatan dan urusan umum : 

b. Melaksanakan tugas -tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas . 
Pasal10 ~ 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini . 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi 
a. pelaksanaan sur;:it-menyurat kearsipan, perjalanan dinas, urusan rumah tangga, 

hubungan masyarakat dan µrotokol : 
b. penyusunan rencana dan program kPtc1tal::1ksanaan serta penyusunan laporan 

dinas : 
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c. pengelolaan kepegawaian : 

d pengelolaan keuangan : 
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e. penyusunan statist1k dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tug as . 

t Pengelolan barang, pemeliharaan inventans, pengaturan penggunaan 
kendaranan dinas serta perlengkapannya 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 
a Urusan Kepegawaian 

b Urusan Keuangan· , 

c Urusan Umum . 

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana d1maksud ayat (1) Pasal ini dipimpin 
oleh seorang kepa la yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 12 

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administras1 
kepegawaian . 

Pasal 13 

Urusan Keuangan rnernpunyai tugas rnerencanakan anggaran pendapatan dan belanja 
serta mP-ngelo!a dan mempertanggungjawaokan keuangan . 

Pasal 14 

Urusan Uinum mempunyai tugas rnelaksanakan pengadaan. pengelolaan , 
perneliharaan barang dan mventaris serta mengatur penggunaan Kendaraan ainas, 
mesiri-rnesin . perienqkapan lainnya, urusan surat-menyurat, dokumentasi, hubungan 
masyarakat dan protokol. 

Bagian Kcempat 
Seksi Operasional 

Pasal 15 
Seksi Operasionai mempunyai tugas : 

a merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kebersihan yang meliputi 
kebersihan jalan. lingkungan dan usaha-usaha penampungan. pengangkutan, 
pembuangan,pemusnahan dan pemanfaatan segala macam bentuk dan jenis 
sampah serta melaksanakan segala usaha dalam penanggulangan a(r limbah 
yang berkaitan dengan dampak lingkungan baik dari segi fisik maupun,sosial · 
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b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas . 

Pasal 16 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Dae rah ini , 
Seksi Opersional rnempunyai fungsi : 

a. perencanaan. pelaksanaan dan pengawasan kebersihanjalan dan lingkungan . 

b. perencanaan dan pe!aksanaan segala usaha untuk mewujudkan kebersihan yang 
meliputt penampungan , pengangkutan, pembuangan, pemusnahan serta 
pemanfaatan segaia rnacarn bentuk dan jenis sampah ; 

c. perencanaan dan pelaf-,sanaan sega!a usaha daiam penaggu!angan a1r Hrnbah 
yang berkaitan dengan lingkungan . baik dari segi fisik rnaupun sosia! ; 

d penampungan dan penagguiangan segata rnasalah yi:ing berhubungan clEmga,, 
kebersihan : 

Pasal 17 
(1) Seksi operasional. terdir! dari 

a. Sub Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan : 

b. Sub Seksi Pengangkutan Sampah ; 

c. Sub Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah 

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat 

(1) Pasai ini masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada d1bawah 
dan bertanggung jawab kepada Ke pa la Seksi Operasional. 

Pasal 18 
Sub Seksi Kebers!han Jaian dan Lingkungan mempunyai tugas 

a. menyusun, mengatur Jadwal Pembersih Jal an dan lingkungan lokasinya ; 

b. melaksanakan tugas pengangkutan sampai tern pat pembuangan sampah yang 
ditentukan ; 

c . memelihara. merawat scrta memperbaiki perlengkapannya: 

Pasai i9 
Sub Seks1 Pengangkutan sampah mempunyai tugas 

a. Menyusun dan mengatur jadwa l kend.araan beserta . tenaganya un1uk 
melaksanakan tugas pengangkutan sampah sampai tempat pembuangan akl1ir 
yang ditentukan • 

b. mengawasi pelaksanaan penampungan. pengangkutan dan pembuangan segala 
jenis sanwah : 

c. memelihara. merawat serta rnemperbaiki semua perlengkapannya . 
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Pasal 20 
Sub Seksi Pemanfaatan dan Pemusnahan Sampah mempunyai tugas 

a. memilahkan sampah secara tepat : 

b. mengatur pemusnaha~ sampah ; 
c. mengawasi pernusna,'1an sampah ; 

d mengatur dan rnembina para pemulung ; 
P _ mongl,aii dan monQ r<:>n)<'> n k,"nnloai ten::it n11n::i "nt11 k mem:,n'~~tbrn samp"h · 
_, 1 1 \J I t, JI 1 1 I I I Vl.':' 1 - .... c:;;; , , • "-i:'\ii.._,, ~ • • t"._.. , !:,-• •-- ..,., , -• • , , , ....... 1 - - • •-• •• ... ~':1 , 

t. memeiitiara, me, aw,;n ser1a rnemperbaiki semua pcricngkc:1µc1;1 

Bagian kelima 
Seksi Pertamanan 

Pasal 21 
Seksi Pertamanan mempunya, tugas : 

a melaksanakan sega la usaha dan kegiatan yang berhubungan den9 a11 
perencanaar.,pembangur.an/peme!iha raan tama11 serta pemb1hit£i n d2.,1 
penghijauan; 

b. melaksanakan tug as lain yang diberikan oleh Kepala Din as. 

Pasa! 22 
Untuk melaksankai:i 1ugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daer;,h 1ni 

Seksi Pertamanan mcmpunyai fungsi : 

a. Perencanaan dan pelaksanaan pemhuatan taman-taman sebagai unsur pentm1;:in9 
keindahan : 

b. pemeliharaan tanaman hias/penghijauan dalam rangka menunjang keindahan . 

c perencahaan dan pelaksanaan pe,nbibita11 untuk taman maupun pohon pelindun4/ 
penghijauan ; · 

d pelaksanaan pembangurian dan sarana kebersihan . keindahan beser ta 
kelengkapannya dan instalasi.lampu penerangan serta kelengkapannya ; 

e. pemeliharaan sarana kebersihan , keindahan taman beserta kelengkapannya dan 
instalasi penerangan serta kelengkapannya ; 

f. pengelolaan peralatan/per1engkapan operasional : 

g. pemberian pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada Kepala Dinas daiam 
hal yang berkaitan dengan taman . 

Pasal 23 
(1) Seksi Pertamanan terdiri dari : 

a. Sub Seksi Pembangunan dan Penghijauan ; 
b. Sub Seksi Pemeliharaan Taman ; 

c . Sub Seksi Penera_ngan Jalan dan Ta man . 
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(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Seksi Pertamanan . 

Pasal 24 

Sub Seksi Pembangunan dan Penghijauan mempunyai tugas : 
a. Melaksanakan pembangunan taman dan kelengkapannya ; 
b. rnelaksanakan pembangunan sarana kebersihan dan k.eindahan ; 
c. melaksanakan pengaturan dan penataanpapan reklame (spanduk) 
d. menyelenggarakan penyemaian bibittanaman hias maupun tanaman penghiJauan; 
e mengupayakan kebutuhan tanaman his dan pembibitannya ; 
f. merencanakan dan melaksanakan penanaman turus jalan sebagai pohon pelindung 

dan penghijauan : 
iJ . rncrcncanakan dan melaksanakan penghijauan. 

Pasal 25 

S11h Seks1 Pemeliharaan Taman mempunyai tugas : 
• rnemelihara dan menata tanarnan penghijauan untuk menunjang keindahan : 

mernelihara. merawat serta mempernaiki semua peralata_n ; 
mem beri kan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya 
f,'C • ,ghljaua, 

Pasal 26 

S..:t; Seksi Penc,a;igan Ja:an dan Taman mempunyai tugas : 
MelaKsanal<.an pembangunan dan pemel1haraan mstalasi lampu penerangan yang 
rneliputi penerangan, lampu jalan dan taman. lampu pengatur lalu lintas penerangan 
ban~unan lain milik Pemerintah Daerah : 

Bagian Keeenam Seksi Pemakaman 
Pasal 27 

Sesi Pemakarnan mempunyai tugas . 
.. . rnelaksanakan sega:a usaha dan keyiatan yang rneliputi reglstrasi. pelayanan 

dan peeliharaan makamik.uburan umum ; 
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas . 

Pasal26 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini, 
Seksi Pemakaman mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan administrasi, inventarisasi pemakaman/perkuburan umum, 

pemindahan kerangka serta penentuan jumlah maksimum makam dalam satu 
areal makam/kuburan umum ; 

b. pengaturan perijinan penguburan jenasah dan pemindahan kerangka ; 
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c. pelaksanaan pembinaan. pemeliharaan dan pengawasan terhadap makam/kuburan 
umurn 

Pasal 29 

(1) Seksi pemakaman terdiri dari : 
a. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan : 
b. Sub Sek.si Reg,strasi dan Penyiapan Lahan . 

(2) Sub Seksi-sub seksi sebaQaimana dirnaksud ay::it (1) Pasal ini masing-mac:;ing 
dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawah 
kepada f<epala Seksi Pemakaman . 

Pasal 30 

Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas merencanakan dan 
melaksanakan sega la usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan 
pemeliharaan dan pengawasan terhadap penggunaan rnakam/ kuburan unum 

Pasal 31 

Sub Seksi Registrasi dan Penyiapan Lahan mempunyai tugas 
a. menginvetarisasi makam/kuburan umum: 

b menentukan jumlah maksimum makam dalam areal makam/kuburan um, n· 

c. merencanakan tern pat pemakaman/kuburan baru dan mengatur pengubura; 
jenasah ; 

d. memberikan bahan pertimbangan untuk penerbitan surat ij in pemakaman1 
penguburan : 

e. memberikan pertimbanganterhadap permohonan ijin mendirikan bangunan d1 
atas makam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . 

Bagian Ketujuh 

Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pasal 32 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksan;:i 
teknis opersional Oinas ; 

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada d 1 
bawahdan bertanggung jawab kepada Kepala Oinas. 

Pasal 33 

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Din as diatur kemudian , berdasarkan kriteria 
yang akan ditetapkan oleh menteri Dalam Negeri 



- 10 -

Bagian Kedelapan 

Kelompok.jabatan Fungsional 

Pasal 34 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas ,. 
melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas Kebersihan dan 
Pertarnanan sesuai dengan keahlian masing-rnasing. 

(?) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam ayat (1) Pasal mi, terdiri dari 
sejumlah tenaga fungsional , dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesui dengan bidang keahliannya. 

(3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga 
fu ngsiona! senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas 

(4) Jurnlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(5\ Jenis dan jenj;:ing Jabatan Fungsiona! tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur 
.::~suai den an peraturan perundang-perundangan yang beriaku 

BABV 

TATAKERJA 

Pasal35 

Kepa!a D,nas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang 
ci1teiapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 36 

Dalam melaksanak.an tugasnya, Kepata Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 
Kepala Seks, menerapkan pnnsip koordinasi. integrasi dan sinkronisasi secara 
vert,kal dan horisontat baik dalam lingl(.ungan masing-masing maupun dengan satuan 
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi-instansi lain sesuai 
dengan tugas pokok masing-masing. 

Pasal 37 

(1) · Setiap pimpinan suatu organisasi dalam Lingkungan Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan bertangung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 
tug as bawahannya ; 
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(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan D1nas Kebersihan dan 
Pertamanan wajib mengikuti petuniuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada 
atasan masing-masing serta menyarnpaikan lc1poran tepat pada waktunya ; 

· (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Saluan Organisasi dalam lingkungan 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petujuk­
petunjuk kepada bawahannya : 

Pasal 38 

(1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala seksi menyampaikan laporan kepada 
Kepala Dinas ; 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas • 

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan 
disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
rnempunyai hubungan ke~a. 

BABVI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal39 

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian dic1tur ses1.1ai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal40 

Hal-l1al yang belurn diatur daiam f'eraturan Daerah ini sepanjag 
pc!aksanaannya, akan diatur lebih lanjul oleh Bupati Kepala Daerah. 

BAB VII 

PENUTUP 
Pasa!41 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap 
orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang. 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TING KAT II 

REM BANG 
K ETUA 

SOEGENG SARWONO 

Ditetapkan di R e m b a n g 

pada tanggal 21 Nopember 1997 

BUPATI KEPALA DAERAH 
TINGKAT II REMBANG 

Ors. H. WACHiDI RIJONO 

DISAHKAN 
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Nomor : 188.3 / 162 / 1998, Tanggal, 15 Juli 1998 
An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I .JAWA TENGAH 

Kepala Biro Hukum 

TARTOPO SUNARTO, SH 
NIP. 500 048 825 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rem bang, Nomor 5 Tahun 1998 Seri D 

Nomor 2 pada tanggal 22 Juli 1998 

Sekretaris W1layah / Daerah Tingkat II 
Rem bang 

Ir. SLAMET PRAWIRO 
PEMBINA UTAMA MUOA 

NIP. 500 042 180 

.. 

., 
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PENJEl.ASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

NOMOR4 TAHUN 1991 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS 

KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN 

OAERAH TINGKAT ii REMBANG 

I. PENJELASAN UMUM 

Oalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan :Jan 
Pembangunan khususnya di bidang kebersihan. ketertiban dan keindahan maka 
dengan persetujuan Menteri Dal am Negeri tanggal 14 Pebruari 1996 Norno, 06 1. 
708/sj. a!as usu!an Pernerintah Oaerah Tlngkat II Rembang te!ar, disGt1:j::: 
Kelembagaan baru yang mengatur urusan kebersihar: dan pertamanan d1 
Kabupaien Oaerah Tingka1 11 Rembang yang kedudul<.annya sebagai unsu, 
Pelaksana Daerah . 

Dengan semakin mendesaknya kepentingan akan te,vv·ujudnya kot; ber:;,,, 
teriib. dan indah rnaka akan semakir. meningkat pula beban tugas ya, · , 
dilaksanakan seksi K-3 pada Dinas Pekerjaan Umum. Untuk itu perlu adanya 
lembaga yang mandiri, yang secara profesional dapat melaksanakan tugas-tugas 
tersebut. 

Sehubungan dengan ha! tersebut d_i atas, Pemerintah Kabupaten DaerP- h 
Tingkat II Rembang memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pembentul<.an Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan PertamanAn 

II PENJELASAN PASAL DEMI.PASAL 

Pasal 1 s/ d 5 

Pasal 6 

cukup jelas 

a. Berdasarkan Surat Keputusan Menten Daiam Neyeri 
Nomor 061 / 708 / sj tanggal 14 Pebruari 1996. beniuk 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan menganut pola minimal · 



Pasal 7 s / d 9 

Pasal 1 O huruf b 

P2sa! 11 s / d 32 

:--a!:al 33 

i'c1sa1 34 s / d 41 
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b. Susunan Organisasi ini menganut pola minimal adalah 
suatu pencerminan dari sebagian urusan-urusan yang 
dilaksanakan oleh Daerah dalam rangka Otonomi OaP,rah 
sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 1992 jo Kep11tusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola 
Orgganisasi Dinas Daerah 

cukup jelas 

melaksanakan urusan perencanaan dan program 
k.etatalaksanaan ada!ah rnenyelenggarakan prosas 
pengurusan dan penyajian kegiatan sena Pembinaan 
oragan isasi dan Tata Laksana Dinas Kebersihan 
Pertamanan . 

cukup jelas 

Pembentukan Unit Pelaksana _Tekn1s Dinas dapat 
dilaksanakan berdasarkan kriteria yang di1etapkan oleh 
Menteri Oalam Negen. 

cukup jelas 
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BAGAN ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN 
DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II REMBANG 

LAMPIRAN Pe raturan Daerah Kabupaten Oaerah 
f1ngkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1997 
tentang Pembentukan Organisasi da11 Tata 
Kerj a Oinas Kebers1han dan Pertamanan 
Kabupaten Oaerah Tingkat II Rembang 
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